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 xiv  ABSTRAK Nama Penyusun         :    Adi Irfan Yusuf Nim                      :      5070108042 Judul Skripsi          :   Peran Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) Pada Program Makassarta Tidak Rantasa’   Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dari perkembangan humas yang pesat dan mendapatkan perhatian yang begitu besar dikalangan masyarakat. Humas sangat berperan aktif di lingkungan pemerintahan dalam membangun citra positif di masyarakat. Terlihat dengan peranannya humas pemerintah Kota Makassar dalam publikasi melalui media, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah ingin mengetahui peran dan faktor-faktor penghambat dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) pada program makassarta tidak rantasa’.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, library research (riset perpustakaan), dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah peran dan faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) pada program makassarta tidak rantasa’.  Hasil temuan dari penelitian ini bahwa peran humas pemerintah Kota Makassar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian internal, rapat intern, monitoring, evaluasi, pembuatan kliping, pembuatan event, pembuatan laporan, perencanaan program dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, serta membuat berita disetiap kegiatan humas pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, peran ekstrenal, penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, meliput setiap kegiatan, membangun rekanan kerja baik di instansi pemerintah ataupun pihak swasta, sosialisasi, dan menerima pengaduan masyarakat. Peran humas pemerintah dalam mensosialisasikan program pemerintah dianggap belum maksimal. Karena pada bagian mensosialisasikan program pemerintah belum terkawal dengan baik, sehingga penerapan peran pemerintah belum berjalan sepenuhnya. Peran humas juga bisa dikatakan kurang inovatif baik dari segi mensosialisasikan dan menjalin kerjasama di berbagai pihak yang dianggap bersinergi. Humas pemerintah juga memiliki beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program-programnya yaitu: Kurangnya kinerja dari pihak humas itu sendiri, kurangnya finansial, dan yang terpenting kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam program-program yang dijalankan pemerintah. 
 1  BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Begitu pula makan, minum, serta menjaga kesehatan, semuanya memerlukan peran lingkungan. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini.  Namun seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Sebab itu, manusia seharusnya menjaga dan memperhatikan kebersihan lingkungan disekitarnya. Pemerintah Kota Makassar dalam hal pelestarian berupaya mengikut sertakan peran masyarakat dalam memperhatikan lingkungan agar tetap sehat dan bersih untuk mencapai tujuan menjadi kota dunia. Adapun program pemerintah Kota Makassar dalam menuju kota dunia adalah terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Oleh karena itu 
2   pemerintah Kota Makassar menciptakan berbagai program dan kebijakan dalam menangani kebersihan.  Salah satu permasalahan menyangkut kebersihan di kota dan di daerah  yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah permasalahan sampah. Dalam satu tahun terakhir ini ada usaha yang luar biasa, dari pemerintah Kota Makassar yaitu, sebuah kampanye ambisius dari sebuah kota yang katanya sedang menuju “Kota Dunia”. Banyak poster, mural, spanduk dan lain-lain yang bertebaran di Kota Makassar dengan bertuliskan Gerakan MakassarTa’ Tidak Rantasa’. Muncul pula slogan LISA, akronim dari “Lihat Sampah Ambil” yang menginginkan agar masyarakat Kota Makassar memiliki inisiatif untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memungut sampah yang mereka temui di jalanan dan membuangnya di tempat yang telah ditujukan dan disediakan.  Tujuan mulia ini patut dipuji, karena pemerintah kota memiliki inisiatif untuk menangani masalah persampahan. Mural yang bergambar anak kecil yang mungkin bernama LISA mulai terpampang di tembok-tembok sekolah-sekolah yang merupakan target utama dari kampanye ini, mengajak anak-anak yang masih berada di tingkat sekolah dasar hingga menengah untuk menanamkan tentang pentingnya kebersihan. Adapun hadits yang berkenang dengan pentingnya kebersihan berbunyi:  َلَﺎﻗ َﻢﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َنا: ٌﻞُﺟَر ﺎَﻤَﻨ ْـﻴَـﺑ َﻦْﺼُﻏ َﺪَﺟَو ٍﻖِْﻳﺮَﻄِﺑ ْﻲِﺸَْﳝ  ُﻪَﻟَﺮَﻔَﻐَـﻓ ُﻪَﻟ ُﷲا َﺮَﻜَﺸَﻓ ُﻩَﺬَﺧََﺄﻓ ِكْﻮَﺷ Terjemahannya: 
3   “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, ia menemukan dahan berduri, maka ia mengambilnya (karena mengganggu). Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya”. (HR. Bukhori).1 Banyak instansi serta perusahaan yang berbasis di Kota Makassar mengumpulkan sampah yang ada di sepanjang jalan utama di Kota makassar. Program pemerintah Kota Makassar dengan si LISA ini adalah untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh terhadap pentingnya kebersihan dan pentingnya menjaga kebersihan sekitar. Spanduk dan baliho LISA pada umumnya ditemui di sekolah-sekolah dan kantor instansi pemerintahan.2  Adapun undang-undang tentang pengelolaan sampah diatur dalam pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Makassar sendiri pada tahun 2012 memiliki total jumlah penduduk sebesar 1.369.606 jiwa (BPS, 2013). Jumlah penduduk yang besar juga menyebabkan volume timbulan sampah yang besar pula. Volume sampah yang ditimbulkan di Kota Makassar merupakan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sampah anorganik seperti plastik, besi, alumunium, karet dan kaca. Sampah yang ditimbulkan umumnya merupakan sampah rumah tangga. Pada tahun 2012 volume timbulan sampah yang dapat terangkut ke TPA sebesar 89,78 % dari total timbulan sampah, sedangkan sisanya 10,22 % dikelola sendiri oleh masyarakat, dibakar, atau dibuang secara sembarangan (ke sungai ataupun ke lahan kosong). Pengelolaan sampah di Kota Makassar masih                                                            1https://farhansyaddad.wordpress.com/2014/02/25/materi-ajar-memahami-ajaran-al-hadits-tentang-kebersihan/(Akses,16 April 2015) 2 http://www.humasKotamakassar.com 
4   menerapkan pola konvensional yaitu kumpul-angkut-buang, belum ada proses pemilahan dan pemrosesan sampah. Disisi lain undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau dikenal dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle).3 Penerapan kegiatan 3R di masyarakat masih terkendala terutama oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah. Selain peraturan daerah yang mengatur hukum pengelolaan lingkungan hidup dan keindahan Kota Makassar, dalam agama Islam juga telah menjelaskan bahwa keberssihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab manusia sepenuhnya, yang diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kerusakan terhadap ekosistem sepenuhnya dilakukan oleh manusia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur’an yakni terdapat dalam surah Al-Rum ayat 41 sebagai berikut :  •  يِﺬﻟا َﺾْﻌَـﺑ ْﻢُﻬَﻘﻳِﺬُِﻴﻟ ِسﺎﻨﻟا يِﺪَْﻳأ ْﺖَﺒَﺴَﻛ َﺎِﲟ ِﺮْﺤَﺒْﻟاَو ﺮَـﺒْﻟا ِﰲ ُدﺎَﺴَﻔْﻟا َﺮَﻬَﻇ َنﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ ْﻢُﻬﻠَﻌَﻟ اﻮُﻠِﻤَﻋ  ◌ٖ                                                              3Kuncoro Sejati, Pengelolaan Sampah Terpadu. (Yogyakarta: Kansius Media. 2009) h.29  
5   Terjemahnya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).4 Kerusakan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah kelalaian dilakukan oleh manusia yang dapat menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan hidup termasuk tersumbatnya selokan-selokan dan sungai serta penyebaran penyakit, oleh karena itu peranan humas pemerintah kota Makassar adalah juga tanggung jawab agama. Mengatasi permasalahan penyalahgunaan sampah, dalam hal ini pemerintah telah banyak mengupayakan berbagai tindakan. Salah satu strategi pemerintah Kota Makassar adalah dengan cara mensosialisasikan dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan penunjang dan peningkatan sosialisasi Mengingat begitu pentingnya masalah ini, pemerintah kota Makassar dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar mengesahkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar.  Sosialisasi yang dilakukan oleh humas pemerintah Kota Makassar itu sendiri adalah Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan pesan akan pentingnya kesadaran diri untuk hidup bersih dan sehat. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana manusia belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara                                                            4Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002 (Jakarta: CV. Darus Sunnah), h. 409 
6   berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama manusia hidup.  Dalam proses melakukan sosialisasi, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam hidup bermasyarakat. Karena hal itu merupakan satu faktor untuk menciptakan interaksi sosial dan hubungan sosial. Komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi antar anggota masyarakat, proses sosialisasi tidak akan dapat berlangsung. Jadi, dengan adanya komunikasi, proses sosialisasi dalam masyarakat akan dapat berlangsung secara maksimal. Proses sosialisasi tercipta dari interaksi sosial, dan interaksi sosial tercipta dari Komunikasi yang berjalan lancar. Ketiga hal itu tak mampu dipisahkan karena saling berkaitan untuk menciptakan sosialisasi yang maksimal sehingga harus ada unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Jadi, komunikasi mendukung dan menjadi faktor utama terjadinya suatu sosialisasi di dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi, proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan berlangsung ataupun tercipta secara baik.5 Dalam upaya pemerintah mencegah dan menanggulangi sampah, sosialisasi memang sangat dibutuhkan, agar terciptanya kota yang indah dan                                                            5\http://penjelajahpantai.blogspot.com/2011/12/keterkaitan-komunikasi-dengan_06.html. Diakses (6 november 2014)  
7   sehat. Terlebih Kota Makassar bersama Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus bahu-membahu dalam memberantas dan melakukan peringatan keras bagi pelaku pembuang sampah di sembarang tempat, serta mendidik dan memberikan pengetahuan terhadap anak-anak dalam kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu,  menyelamatkan daerah dari sampah dengan melalui komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi demi menyampaikan pesan tentang “LISA” (Lihat Sampah Ambil), pencegahannya adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah humas Kota Makassar yang dalam pelaksanaannya bekerja mensosialisasikan seluruh program pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat begitu pula melibatkan pihak-pihak yang terkait yang di anggap dapat sejalan menjalankan program, demi menciptakan sumber daya manusia yang sehat sebagai generasi pelanjut pembangunan bangsa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian dengan judul:  “Peran Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) Pada Program “Makassarta’ Tidak Rantasa’”. B. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS Judul yang dipilih penulis adalah Peran Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) Pada Program MakassarTa’ Tidak Rantasa’. Maka untuk menghindari kesalah pahaman dalam 
8   menginterpretasikan judul yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menguraikan makna kata-kata kunci yang terdapat dalam judul: 1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut 2. Humas adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik ke dalam maupun ke luar antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus yakni pengertian bersama. 3. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau individu. 4. Program “LISA” (lihat sampah ambil) adalah segala upaya tindakan untuk menghindarkan Kota dari tumpukan sampah dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif. Dalam hal ruang lingkup penelitian, peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi baru sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian.  Peneliti di sini hanya fokus pada proses mensosialisasikan slogan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) di Kota Makassar. 
9   Dalam Penelitian ini penulis memfokuskan peranan humas pemerintah kota Makassar untuk mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) pada program MakassarTa’ Tidak Rantasa’ yang dicanangkan oleh Walikota Makassar sebagai wujud  Kota Makassar menuju kota dunia.  Pemerintah Kota Makassar ingin mewujudkan masyarakat Makassar yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam melaksanakan program LISA dapat menjadi acuan untuk menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota yang bersih di Indonesia ataupun dalam skala Internasional. Untuk itu penulis fokus pada bagaiman strategi atau peranan humas pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) dan menganalisa apa faktor yang menghambat humas pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan. C.  RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka  peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Strategi humas Kota Makassar dalam mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) pada program Gerakan Makassarta’ Tidak Rantasa’? 2. Hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat humas pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) pada program Gerakan Makassarta’ Tidak Rantasa’?   
10   D. KAJIAN PUSTAKA Penelitian tentang strategi humas, dalam hal ini pemerintah kota Makassar. Peneliti akan menbahas tentang strategi sosialisasi humas pemerintah kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas strategi humas namun perbedaannya adalah objek kajiannya, yaitu;  1. Penelitian berjudul “Peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dalam Menanggapi Pengaduan Publik”. Skripsi Taufiq Muhtadi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Bandung. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemerintah pusat yang direperentasikan oleh pemerintah kota Bogor harus menservis publik dengan baik, karena publik menjadi bagian penting dari pemerintahan kota. Publik dan pemerintah dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik, untuk menyampaikan ataupun menerima informasi, kebijakan dan sosialisasi. Peran humas pemerintahan kota Bogor dinilai telah mengoptimalkan media relation dalam upaya membangun komunikasi kepada publik.6 Pada permasalahan diatas tidak menyangkut tentang sosialisasi dan peran serta masyarakat untuk menjadikan kebijakan pemerintah kota makassar sebagai satu cara mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah.   2. Penelitian berjudul “Peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah”.                                                            6http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206612094/cover.pdf, diakses (16 November 2014) 
11   Skripsi Asyam Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini berkesimpulan bahwa peran humas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menggunakan strategi tersendiri. Adapun strategi yang dipergunakan humas adalah pemilihan dan penggunaan media, penyusunan pesan, pengenalan khalayak, penyusunan metode  penyampaian pesan. Dalam penelitian tersebut sangat berbeda karena humas pemerintah Kota Makassar ingin mencari tahu tentang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kebijakan pemerintah Kota Makassar.7  Pada judul tersebut di atas belum ada yang membahas khusunya berhubungan dengan objek penelitian, maka penulis memandang perlu untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui apa peran serta Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) pada program “Makassarta’ Tidak Rantasa”. b. Untuk mengetahui faktor  yang menghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan “LISA” pada program “Makassarta’ Tidak Rantasa”.                                                            7Asyam, skripsi Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah. Di perpustakaan  Unhas. (14 November 2014) 
12   2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Ilmiah 1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terutama dalam bidang komunikasi. 2) Untuk menambah Khazanah penelitian ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan Strategi Humas Pemerintah kota Makassar Dalam Mensosialisasikan “Lisa” (Lihat Sampah Ambil) pada program “Makassarta Tidak Rantasa”. 3) Untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam meneliti hal-hal yang relevan. 4) Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan dan sebagai informasi kepada para pembaca.  b. Kegunaan Praktis  Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah dan bagaimana cara pencegahannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul dalam buang sampah bukan pada tempatnya.  
 13  BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Tinjauan tentang Komunikasi Hubungan masyarakat pada umumnya melaksanakan komunikasi dua arah, ke dalam dan ke luar. Proses komunikasi ke dalam, seperti membina sikap mental para pegawai agar dalam diri tumbuh ketaatan, kepatuhan dan bekerja; menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan dinamis; mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memajukan lembaga atau organisasinya. Proses komunikasi ke luar, petugas humas mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) yang positif terhadap segala kebijakan dan tindakan organisasi atau lembaganya. 1. Pengertian Komunikasi Salah satu cara terbaik untuk memahami komunikasi adalah dengan menerangkan arti komunikasi berdasarkan etimologi kata komunikasi. Kata “komunikasi” (communication) berasal dari bahasa latin “communicatio” yang terbentuk dari dua akar kata: “com” (bahasa latin “cum”), berarti “dengan” atau “bersama dengan”; dan “unio” (bahasa latin “union”) berarti “bersatu dengan”. Jadi komunikasi dapat diartikan “union with” (bersama dengan). Ungkapan ini lazim disebut dalam satu kata saja, yakni “communion” yang berarti “Saya” tidak sekedar “bersama-sama dengan” tetapi lebih jauh dari itu yakni “bersatu dengan” orang lain (bersama dalam satu-kesatuan-bersatu dalam kesamaan). 
14   Dalam perkembangan praktik komunikasi manusia, etimologi kata “komunikasi” mengalami peralihan makna dari bahasa Latin ke bahasa Inggris yang kelak dikenal dalam “common” yang berarti “bersama dengan” dan “bersatu dengan”. Hal ini membuat kita memahami aktifitas komunikasi masnusia sebagai usaha untuk membangun “commoness” (of meaning) atau kebersamaan makna atas suatu informasi, gagasan atau sikap demi “bersama dengan” atau “bersatu dengan” orang lain. Seperti yang dinyatakan John Fiske, komunikasi terdiri dari dua arus pemikiran utama; Pertama, komunikasi diterjemahkan sebagai proses transmisi pesan (transmission of messages). Hal ini terkait pada bagaimana komunikator dan komunikan melakukan “encode” dan “decode”, serta bagaimana komunikator menggunakan saluran dan media komunikasi. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai sebuah proses dimana seseorang mempengaruhi tingkah laku atau pikiran orang lain.1 2. Proses Komunikasi Untuk memahami proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya (komunikator), apa yang dikatakan atau dikirimkan (pesan), saluran komunikasi apa yang digunakan (media), ditujukan untuk siapa (komunikan), dan apa akibat yang akan ditimbulkannya (efek). Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan                                                            1 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi-Edisi Ketiga (cet. Ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 9 
15   kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi, bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggotanya melalui desain dan implementasi komunikasi. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah, artinya individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan.2 Menurut Onong Uchjana Effendy, Proses komunikasi pada intinya terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder. a. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pesan dan atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang atau simbol berupa bahasa, kial, syarat, gambar, warna dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu ”menerjemahkan” pikiran, perasaan komunikator kepada komunikan. Bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah jelas karena bahasalah yang paling mampu “menerjemahkan” pikiran seseorang kepada orang lain. Berkat kemampuan bahasa, maka kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan sejak ditampilkan oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates, dapat menjadi manusia yang beradap                                                            2Rayudaswati Budi, Dasar-Dasar Teori Komunikasi (diadaptasi materi perkuliahan: Dasar-Dasar Teori Komunikasi, Semester VI[t.d]) h. 11 
16   dan berbudaya, dan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada tahun, decade, bahkan abad yang akan datang. Media primer atau lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Akan tetapi tidak semua orang pandai mencari kata-kata yang tepat dan lengkap yang dapat mencerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan perkataan lain, komunikasi adalah proses membuat sebuah pesan setala (tuned) bagi komunikator dan komunikan. b.  Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang seringa digunakan dalam komunikasi. Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan 
17   sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju.3 3. Tujuan Komunikasi  Setiap individu dalam berkomunikasi pasti mengharapkan tujuan dari komunikasi itu sendiri, secara umum tujuan berkomunikasi adalah mengharapkan adanya umpan yang diberikan oleh lawan berbicara kita serta semua pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh lawan bicara kita dan adanya efek yang terjadi setelah melakukan komunikasi tersebut. Menurut Onong Uchjana dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek mengatakan ada pun beberapa tujuan berkomunikasi: a. Supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasive bukan memaksakan kehendak. b. Memahami orang lain, kita sebagai pejabat atau pimpinan harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan mereka menginginkan arah ke barat tapi kita memberi jalur ke timur. c. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam mungkin berupa kegiatan yang dimaksudkan ini adalah kegiatan yang banyak mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara yang terbaik melakukannya.                                                            3 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Cet. Ke-12 Jakarta: Rajawali  Pers, 2011) h. 11  
18   d. Supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti sebagai pejabat ataupun komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksudkan.4  Jadi secara singkat dapat dikatakan tujuan komunikasi itu adalah mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Serta tujuan yang utama adalah agar semua pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh komunikan. 4. Fungsi Komunikasi Berbicara mengenai fungsi komunikasi, Onong Uchjana Effendy, mengemukakan bahwa fungsi komunikasi adalah: a.  Menginformasikan (To Inform) Memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, idea tau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. b. Mendidik (To Educate) Komunikasi merupakan sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan idea tau pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapat informasi dan ilmu pengetahuan.                                                             4 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002 h. 18  
19   c. Menghibur (To Entertain) Komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. d.  Mempengaruhi (To Influence) Fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi dan lebih jauhnya lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari fungsi dan keberadaannya di masyarakat, komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan karena komunikasi akan selalu berada dalam kehidupan sehari-hari.5 5. Unsur-unsur Komunikasi Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek . unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. a. Sumber, Semua peristiwa komunikasi akan melinatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim ineormasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering                                                            5 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat. h. 22 
20   disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut source, sender, atau encoder. b. Pesan, Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata massage, content atau informasi. c. Media, Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra manusia seperti mata dan teliga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud dalam buku ini, ialah media yang digolongan atas empat macam, yakni: Media antarpribadi, untuk hubungan perorang (antarpribadi) media yang tepat digunakan ialah kurir /utusan, surat, dan telpon. Media kelompok, Dalam aktivitasa komunikasi yang melibatkan khlayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok, misalnya, rapat, seminar, dan konperensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Seminar adalah media 
21   komunikasi kelompok yang biasa dihadiri 150 orang. Konferensi adalah media komunikasi yang dihadiri oleh anggota dan pengurus dari organisasi tertentu. Ada juga orang dari luar organisasi, tapi biasanya dalam status peninjau. Media publik, kalau khalayak lebih dari 200-an orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya. Media massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. d. Penerima, Penerima adalah  pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber.  Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelempok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak adanya penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. 
22   e. Pengaruh atau efek, Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini biisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. B. Tinjauan tentang humas  1. Konsep dasar tentang kehumasan Untuk memperoleh gambaran tentang kehumasan maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan pengertian humas. Humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijakasanaan yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik ke dalam maupun ke luar antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus, yakni mewujudkan pengertian bersama.6  Hubungan Masyarakat dalam suatu organisasi melakasanakan fungsi managemen. Karena humas merupakan salah satu fungsi sebagai unsur pimpinan. Dengan demikian fungsinya adalah untuk menumbuhkan hubungan yang baik dan serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Berbicara mengenai fungsi Humas, sebenarnya dapatlah dijelaskan secara sederhana bahwa humas itu adalah untuk menghubungkan perusahaan dengan                                                            6 Frazier moore, Humas Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya:2005) h. 6 
23   publik didalam dan di luar perusahaan. Fungsi humas pada dasarnya menggabungkan semua pihak atau publik di dalam maupun di luar organisasi agar dapat bekerja sama dengan baik sehingga organisasi tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan organisasi. Mengenai konsep fungsional Humas menurut Cutllip and Center dalam Effendy memberikan penjelasan sebagai berikut:  a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaaan beserta oprasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut. b. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaandan operasionalisasi secara maksimal oleh publik. c. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi.7 2. Unsur-unsur kehumasan a) Humas merupakan filsafat managemen yang bersifat sosial  Unsur pertama humas adalah managemen yang bersifat sosial dari managemen yang meletakkan kepentingan masyarakat dahulu daripada segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku organisasi.  Diasumsikan bahwa hak sesuatu organisasi untuk beroperasi dianugerahkan oleh publik dan bahwa hak istimewa ini tak mungkin                                                            7Effendy, Onong. Hubungan Masyarakat. Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 1998. h. 34.  
24   dihindari; bahwa suatu lembaga berfungi untuk memenuhi kebutuhan primer orang-orang yang menggantungkan dirinya untuk pekerjaan, upah, penghasilan barang, dan jasa, serta kepuasan sosal dan spiritual. Prinsi pelayanan masyarakat ini merupakan dasar dari konsep modern humas. b) Humas adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan. Setiap lembaga memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menetapkan sejumlah tindakan yang harus diikuti dalam kegiatannya. Penciptaan kebijaksanaan ini, yang meliputi sejumlah fungsi, merupakan tanggung jawab pokok dari manajemen. Keputusan-keputusan kebijaksanaan humas suatu organisasi adalah suatu kebijaksanaan yang terpenting. Kebijaksanaan humas haruslah dijelaskan dalam suatu pernyataan yang ringkas yang mencerminkan filsafat organisasi tersebutkearah publik luas. Menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai kebijaksanaan dan operasi yang mempengaruhi keejahteraan umum untuk diketahui bahwa kebijakssanaan itu akan dapat bermanfaat untuk mendukung berbagai macam publiknya hanya setelah memperoleh suatu bantuan yang penting bagi kemakmuran bangsa, kesejahteraan sosial dan keamanan.   
25   c) Humas adalah tindakan dari akibat kebijaksanaan. Meskipun mencerminkan maksud managemen  untuk melayani kepentingan publik, tidaklah cukup. Agar lebih berarti, kebijaksanaan itu haruslah diungkapkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebijaksanaan itu. Managemen mempertimbangkan efek dari kebijaksanaan humas dan tunjangan kebijaksanaan itu kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakasanaan merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang dalam menampilkan tindakannyamempunyai kontak dengan publik. Adalah esensial bahwa semua anggota suatu organisasi memahami kebijaksanaan. Jadi merupakan tanggung jawab managemen untuk melihat apakah kebijaksanaan itu dipahami, diterima, dan dilaksanakan. Humas yang baik tidak dapat dicapainya hanya dengan pendelegasian tindakan kepada seseorang manager humas dan staf spesialnya saja.   d) Humas merupakan komunikasi dua arah. Melalui kesaksamaan dalam mendengarkan opini publiknya, dan kepekaan dalam menginterprestasikan setiap kecenderungan kegagalan dalam komunikasi dan mengevaluasi sifat, pendekatan atau penekanan setiap fase kebijaksanaannya. Melalui komunikasi kepada publik-publiknya, managemen mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau mempromosikan kebijaksanaannya dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan. Humas bukan hanya merupakan badan yang mengkomunikasikan filsafat ini 
26   dengan memperhatikan kepentingan publik-publiknya. Komunikasi tersebut esensial untuk saling pengertian. Yang paling penting, komunikasi ini tidak seharusnya di interprestasikan dengan pengertian sebagai pertukaran gagasan dan konsep.8  C. Tinjauan tentang Humas Pemerintah 1. Sejarah dan Dinamika Humas Pemerintah Pada dekade 1970-an peranan humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan sebagai upaya menjembatani,  berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan–pesan dari lembaga /organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. humas adalah fungsi manajemen secara khusus yeng mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya. Tahun 1967-1971 disebut dengan periode humas kedinasan pemerintahan, hal tersebut ditandai dengan terbentuknya “Badan Koordinasi Kehumasan (Bako-Humas) Pemerintah” di Indonesia. Pada tahun 1967 didirikan koordinasi antar Humas Departemen/Lembaga Negara yang disingkat Bakor yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap department. Tahun 1970-1971, Bakor diubah menjadi Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) melalui SK Menpen No.31/Kep/Menpen/tahun1971, sebagai institusi formal dalam lingkungan 910 Departemen Penerangan RI.                                                             8 Fraizer more, Humas membangun citra dengan Komunikasi. h. 13 
27   Bakohumas beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara, serta unit usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departeman/institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi,dan sinkronisasi dalamoperasi penerangan dan Kehumasan. Maka Sesuai dengan SK Menpan tersebut, lahirlah Pedoman Tata Kerja Bakohumas yang berisi antara lain:9 a. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan. b. Melakukan pembinaan danpengembangan profesi kehumasan c. Manyempurnakan fungsi dan kedudukan Humas dalam perilaku menuju  d. pada suatu kepribadian yang sama di Indonesia, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah. e. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan  yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat.  Penerapan Kehumasan di Instansi Pemerintah dan terbentuknya Bakohumas memperlihatkan bahwa keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.10                                                             9http://gemelneserblog.blogspot.com/2012/06/perkembanganhumas-pustaka.html 10Rosadi Ruslan, Metode Public Relation dan Media Komunikasi (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2008), h. 109 
28   Humas dapat merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools or channels of government publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak, atau elektronik hingga menggunakan media tradisional lainnya. Rex Harlow, The statement of Mexico dan International Public Relations Association (IPRA) di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas salah satunya melakukan fungsi–fungsi “manajemen komunikasi” antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran. Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan, dan membina hubungan baik dengan stakeholder atau audiencenya, dengan kata lain membangun identitas dan citra korporat (building corporate identity and image). Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto juga menyebutkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik.11 Lahirnya undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan  informasi publik merupakan sarana dalam mengikutsertakan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Semakin hari masyarakat semakin menuntut adanya kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran.                                                             11Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public Relation (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2003), h. 12 
29   Prinsip ini berkembang sehubungan dengan perubahan nilai–nilai perusahaan di tengah–tengah masyarakat dan perubahan drastis dari teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan masyarakat.  Terkait hal tersebut peranan humas pada instansi pemerintahan dianggap semakin penting untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari masyarakat luas. Humas melakukan penerangan kepada publik, persuasi, dan upaya menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga praktisi humas di lingkungan pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan peran serta fungsinya secara optimal, efektif, dan efesien  yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelolah pemerintahan yang baik. Untuk melakukan hal tersebut, para praktisi humas di pemerintahan, disamping memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip–prinsip batasan moral, budaya, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kasali menyebutkan untuk bertindak secara strategis kegiatan humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasi.12 2. Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana rencana serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada                                                            12Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, h. 18 
30   masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.  Selain keluar, humas pemerintah dan politik juga memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala  informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.  Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik pemerintah, manfaat humas dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum telah diterima sejak lama. Ada dua sisi yang  melatarbelakangi perkembangan humas pemerintah yaitu : sisi pentingnya humas bagi pemerintah dan yang kedua adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh humas pemerintah.  Dua sisi ini pada akhirnya mengakibatkan penampilan humas pemerintah yang tersembunyi di bawah berbagai nama, tugas, wewenang dan dibiayai dari berbagai macam cara yang berbeda. Kebanyakan humas pemerintah diarahkan untuk hubungan dengan media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Kegiatan-kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah ialah mengadakan konferensi pers,membuat press release dan menyebarkannya pada media, pameran-pameran, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat. Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi 
31   instansi/lembaga yang bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan.  F. Rachmadi menyebutkan secara struktural, humas adalah bagian integral dari suatu lembaga/perusahaaan, salah satu fungsi yaitu manajemen modern. Secara garis besar humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan–pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksiaspirasi, atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.  Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut:13 a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program –program kerja secara nasional kepada masyarakat. c. Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan–keinginan publiknya di lain pihak.                                                            13F. Rachmady, Public Relation Dalam Teori Dan Prakteknya (Jakarta, PT. Bumi Aksara: 1996), h.  13 
32   d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Peran taktis dalam kehumasan pemerintah ersebut, menyangkut beberapa hal yaitu tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan– pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemampuan  memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran/lembaga yang diwakilinya. Kedua tugas strategis (jangka panjang) humas, yakni berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), memberikan sumbang saran, gagasan, dan hingga ide–-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan hingga pelaksanaan pembangunan nasional.  Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif. Jadi pengertian peran ganda humas instansi pemerintah dan lembaga tersebut di atas menunjang (Supporting of PR government activities) pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kehumasan lembaga bersangkutan. Ruslan (2010 : 345) menyatakan pejabat umas harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut: 14                                                            14 Rosadi Ruslan, Managen Humas (Jakarta, PT. Raja Grafindo: 1999), h. 24 
33   a. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya. b. Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensnya. c. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini public) yang menguntungkan instansi/lembaganya. d. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait.  Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapi humas secara rutin, yaitu sebagai berikut :  a. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.  b. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. c. Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.  d. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.  
34   e. Kemampuan membuat produk publikasi humas, misalnya kliping, pressrelease, newsletter, bulletin, brosur, poster, dan lain sebagainya.15  Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan lembaga komersial adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humaspemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public services atau demi meningatkan pelayanan umum.  Melalui Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan–tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kepemerintahannya. Menurut John D. Millett dalam Ruslan. Humas dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut:16  a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration). b. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire).                                                             15Rosadi Ruslan, Managen Humas, h. 32 16 Rosadi Ruslan, Metode Public Relation dan Media Komunikasi (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2008), h. 115 
35   c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). d. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (informing and about what an agency is doing)  Pada umumnya tugas–tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut:  a. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepadamasyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. b. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.  c. Kejujuran dalam pelayanan dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.  Di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan 
36   dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga. Dengan adanya Humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan. Humas tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, Humas juga menerima informasi dari publiknya.  Dengan kata lain ciri khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two ways communication) antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya.  Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh humas pada sebuah instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran humas tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa dilaksanakan secara personal tanpaadanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh orang-orang yang ahli dibidang ini. Secara sederhana tugas humas bisa dikatakan mentransformasi sebuah informasi dari instansi kepada publik 3. Ruang Lingkup Humas  a. Tugas Kehumasan Pemerintah 1) Tugas Strategis : ikut serta dalam decision making Process 2)  
37   3) Tugas Taktis : a) Memberikan informasi b) Memberikan motivasi c) Menjalankan komunikasi timbal balik d) Membuat citra yang baik Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Supaya dapat menjalankan tugas “taktis” secara baik, maka tugas strategis perlu dimiliki oleh petugas humas. Tugas Strategi ini penting, mengingat humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan koordinator lalu lintas informasi dengan masyarakat. Dengan demikian humas akan selalu dapat mengetahui latar belakang daripada suatu kebijaksanaan dan keputusan yang diambil. Terbatasnya wewenang humas, hal ini berkaitan erat dengan statusnya dan kedudukan humas dalam sturuktur organisasi pada masing-masing instansi. Kekurangan humas dalam menjalankan fungsinya, ini dapat dicari sebabnya, disamping terbatasnya wewenang yang diberikan masih belum memadai letak humas pada sturuktur organisasi pemerintah dan termasuk kualifikasi pejabat humas itu sendiri. Dari berbagai pengertian tentang humas, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka 
38   menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, dan sekali melekat kemampuan dan tanggung jawab.17  D. Tinjauan tentang Sosialisasi Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Syarat terjadinya sosialisasi : Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarinya suatu masyarakat – karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Contohnya, masyarakat Sunda, Jawa, Batak, dan daerah lainnya akan lenyap manakala satu generasi tertentu tidak mensosialisasikan nilai-nilai kesundaan, kejawaan, kebatakan kepada generasi berikutnya. Agar dua hal tersebut dapat berlangsung maka ada beberapa kondisi yang harus ada agar proses sosialisasi terjadi. Pertama adanya warisan biologikal, dan kedua adalah adanya warisan sosial.                                                            17 Widjaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta, Bumi Aksara: 1993), h. 126 
39   1) Warisan dan Kematangan Biologikal Dibandingkan dengan binatang, manusia secara biologis merupakan makhluk atau spesies yang lemah karena tidak dilengkapi oleh banyak instink. Kelebihan manusia adalah adanya potensi untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Warisan biologis yang merupakan kekuatan manusia, memungkinkan dia melakukan adaptasi pada berbagai macam bentuk lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan manusia bisa memahami masyarakat yang senantiasa berubah, sehingga lalu dia mampu berfungsi di dalamnya, menilainya, serta memodifikasikannya. Namun tidak semua manusia mempunyai warisan biologis yang baik, sebab ada pula warisan biologis yang bisa menghambat proses sosialisasi. Manusia yang dilahirkan dengan cacat pada otaknya atau organ tubuh lainnya akan mengalami kesulitan dalam proses sosialisasi. Proses sosialisasi juga dipengaruhi oleh kematangan biologis (biological maturation), yang umumnya berkembang seirama dengan usia biologis manusia itu sendiri. Misalnya, bayi yang usianya empat minggu cenderung memerlukan kontak fisik, seperti ciuman, sentuhan, pelukan. Begitu usianya enam belas minggu maka dia mulai bisa membedakan muka orang lain yang dekat dengan dirinya, dan lalu mulai bisa tersenyum. Pada usia tiga bulan, seorang bayi jangan diminta untuk berjalan atau pun berhitung, berpakaian, dan pekerjaan lainnya. Semua itu akan sia-sia, menghabiskan waktu karena secara biologis, bayi tersebut belum cukup matang. Dengan demikian warisan dan kematangan biologis merupakan syarat pertama yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi. 2) Lingkungan yang menunjang 
40   Sosialisasi juga menuntut adanya lingkungan yang baik yang menunjang proses tersebut, di mana termasuk di dalamnya interaksi sosial. Kasus di bawah ini dapat dijadikan satu contoh tentang pentingnya lingkungan dalam proses sosialisasi. Susan Curtiss (1977) menaruh minat pada kasus anak yang diisolasikan dari lingkungan sosialnya. Pada tahun 1970 di California ada seorang anak berusia tiga belas tahun bernama Ginie yang diisolasikan dalam sebuah kamar kecil oleh orang tuanya. Dia jarang sekali diberi kesempatan berinteraksi dengan orang lain. Kejadian ini diketahui oleh pekerja sosial dan kemudian Ginie dipindahkan ke rumah sakit, sedangkan orang tuanya ditangkap dengan tuduhan melakukan penganiayaan dengan sengaja. Pada saat akan diadili ternyata ayahnya bunuh diri.  Ketika awal berada di rumah sakit, kondisi Ginie sangat buruk. Dia kekurangan gizi, dan tidak mampu bersosialisasi. Setelah dilakukan pengujian atas kematangan mentalnya ternyata mencapai skor seperti kematangan mental anak-anak berusia satu tahun. Para psikolog, akhli bahasa, akhli syaraf di UCLA (Universitas California) merancang satu program rehabilitasi mental Ginie. Empat tahun program tersebut berjalan ternyata kemajuan mental Ginie kurang memuaskan. Para akhli tersebut heran mengapa Ginie mengalami kesukaran dalam memahami prinsip tata bahasa, padahal secara genetis tidak dijumpai cacat pada otaknya. Sejak dimasukan ke rumah sakit sampai dengan usia dua puluh tahun, Ginie dilibatkan dalam lingkungan yang sehat, yang menunjang proses sosialisasi. Hasilnya, lambat laun Ginie mulai bisa berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya. 
41   Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan pada masyarakat dengan tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi atau kelembagaan, sosialisasi akan sangat sering dilakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Komunikasi organisasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi ilmu informasi, gagasan atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai kesamaan makna. Tindakan komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam beragam konteks, antara lain adalah dalam lingkup organisasi (organizational communication). Dalam konteks organisasi, pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi, yang terjadi di dalamnya, seperti apakah instruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh karyawan ataupun bagaimana bawahan mencoba menyampaikan keluhan pada atasan, memungkinkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Merupakan contoh yang sederhana untuk memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan aspek yang penting dalam suatu organisasi, baik organisasi profit maupun non profit.18  Dalam sebuah organisasi memiliki empat fungsi, yaitu : a. Fungsi Informatif Organisasi dapat dipandang sebagai sistem proses informasi (information processing system). Maksudnya seluruh anggota dalam organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.                                                             18H.M. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi , ( Jakarta:Kencana, 2011). h. 261. 
42   Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih positif. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan social dan jaminan kesehatan, izin, cuti dan sebagainya.  b. Fungsi Regulatif Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada umumnya lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan-atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi, kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya pemerintah-pemerintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada :  1) Keabsahan pemimpin dalam menyampaikan perintah.  2)  Kekuatan pemimpin dalam memberi sanksi. 
43   3) Kepercayaan bawahan terhadap atasan atau seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. 4) Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulative padadasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan.   c. Fungsi Persuasif Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan berwenang dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka mempersuasif bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.   d. Fungsi Integratif Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat menlaksanakan tugas dan bekerja dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti pemerintahan khusus dalam organisasi tersebut. Dan  laporan kemajuan organisasi juga saluran komunikasi internal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja. Pelaksanaan strategi ini akan menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. 
44   E. Tinjauan Tentang sampah Sampah Sampah kota secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut. Sumber sampah di kota umumnya berasal dari perumahan dan pasar.  Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Pengelolan sampah kota bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan. Dengan armada angkutan sampah yang besar, jumlah personil yang memadai, keteraturan jadwal, serta ketepatan lokasi obyek sampah maka masalah kebersihan lingkungan di sumber sampah dapat diatasi dengan baik.19 Sampah kota secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut. Sumber sampah di kota umumnya berasal dari perumahan dan pasar. Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Pengelolan sampah kota bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan. Dengan armada angkutan sampah yang besar, jumlah personil yang memadai, keteraturan jadwal, serta ketepatan lokasi obyek sampah maka masalah kebersihan lingkungan di sumber sampah dapat diatasi dengan baik.  Sampah menjadi masalah penting untuk kota yang padat penduduknya. Hal tersebur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; 1) Volume sampah sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. 2) Lahan TPA semakin sempit karena tergeser tujuan pengguna lain.                                                            19 Sri Wirani, Pengelolaan Sampah terpadu. Yogyakarta: Kanisius. 2009. h. 13 
45   3) Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal sehingga sampah lambat membusukdan menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah lebih besar dari pembusukannya. 4) Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena berbagai pertimpangan. 5) Manajemen sampah tidak efektif sehingga seringkali  menjadi penyebab distorsi dengan masyarakat setempat. 6) Pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan. 7) Kurang dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk saampingan dari sampah sehingga menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di TPA.20 Menurut Daniel terdapat tiga jenis sampah, di antaranya: 1. Sampah organik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah. 2. Sampah anorganik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng dan styrofoam. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah kering.                                                            20HR. Sudrajat, Mengelola Sampah Kota, (Bandung: Penebar Swadaya,2006), h. 5-6. 
46   3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.21 Sementara Alex menjelaskan jenis-jenis sampah lebih rinci sebagai berikut: 1.Sampah alam: sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. 2. Sampah manusia: hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses danurin. 3. Sampah rumah tangga: sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik. 4. Sampah konsumsi: sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. 5. Sampah perkantoran: sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam. 6. Sampah industri: sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat.                                                            21 Daniel, Valerina. Easy Green Living. Bandung: Hikmah. 2009. h. 17  
47   7. Sampah nuklir: sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. F. Tinjauan tentang Makassarta’ Tidak Rantasa’ (MTR) Makassarta’ Tidak Rantasa’ adalah gerakan revolusi kebersihan dan penataan ruang kota secara menyeluruh yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Risal. Program ini resmi diluncurkan dalam acara akbar A'bbulo Sibatang Lompoa dalam rangka peluncuran program Makassar'Ta Tidak Rantasa (MTR) yang digelar di Celebes Convention Centre (CCC) yang bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Wakil Walikota Makassar meyakini Gerakan MakassarTa’ Tidak Rantasa’ diharapkan dapat menjadi solusi untuk membangun Kota Makasssar yang terbebas dari permasalahan sampah. Dalam program ini, digunakan kalimat Gerakan MakassarTa’ Tidak Rantasa’ untuk mengajak langsung seluruh aspek masyarakat dari semua kalangan dan segala usia di Kota Makassar. Jika diartikan dalam setiap kata, Gerakan yang berarti tindakan, MakassarTa’ diartikan sebagai Kota Makassar milik seluruh masyarakat Kota Makassar tanpa terkecuali, dan kata  Tidak Rantasa’ yang berarti tidak menjijikan atau jorok.  Gerakan MakassarTa’ Tidak Rantasa’ merupakan program pengganti dari program “Sampah Tukar Beras” yang dikampanyekan dalam 100 hari kerja Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar. Progrsm Gerakan 
48   MakassarTa’ Tidak Rantasa secara resmi disosialisasikan oleh Walikota Makassar secara langsung pada tanggal 15 Juni 2014. Program MakassarTa’ Tidak Rantasa’ yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar tidak hanya untuk mengatasi permasalahan sampah, tapi juga menaungi masalah rute transportasi massal serta tata ruang Kota Makassar. G. Tinjauan Tentang Lihat Sampah Ambil (LISA) Lihat Sampah Ambil, sering disingkat LISA adalah slogan yang menjadi salah satu dari sekian program dari Gerakan Makassarta’ Tidak Rantasa’. Lihat Sampah Ambil atau yang disebut juga “LISA” dinilai cukup baik untuk mengajak masyarakat Kota Makassar untuk turun serta dalam mensukseskan program Gerakan MakassarTa’ Tidak Rantasa. Tujuan dari LISA adalah agar masyarakat Kota Makassar semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan ikut melibatkan diri dalam menjaga lingkungan Kota Makassar. Program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat merubah dan mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah dan mengambil sampah yang terlihat di Kota Makassar. Program LISA juga ingin mengEdukasi masyarakat tentang bahaya sampah dan cara pengelolaan sampah. Target Pemerintah Kota Makassar juga dinilai cukup tinggi, mengingat keinginan untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia. Kampanye tentang LISA yang bermunculan dibeberapa media dan baliho-baliho dipinggir 
49   jalan Kota Makassar menambah agresifitas Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan program LISA.    
 50  BAB III METODE PENELITIAN  A. Jenis dan Lokasi Penelitian Tipe ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif (Descriptive Qualitative Studies) yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Setelah lebih dahulu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada. Kemudian mengidentifikasikan masalah dan memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang belaku.  Titik berat metode deskriptif adalah interview, observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat dengan membuat kategori perilaku, mengamati gejala-gejala dan mencatat.1 Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akurat.  Untuk itu dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.2 Tempat penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan judul yakni bertempat di kantor Balai Kota Makassar,  Jalan Ahmad Yani, No. 2 Makassar. Penelitian inipun meliputi beberapa wilayah dikelurahan Mannuruki Makassar.                                                            1 Mudzirah Nur Amrullah. Strategi Public Relation Dalam Mendukung Visi Misi UIN Alauddin Makassar, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 6.  2 Lexi aJ. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 13. 
51   B. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya, fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini seperti Penyampaian informasi tentang pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya.3 Penelitian ini adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem yang dipusatkan pada pola-pola kegiatan bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Hasil penelitian ini bersifat komprehensif, suatu naratif deskriptif yang bersifat menyeluruh.                                                                3 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2007.h 7 
52   C. Sumber Data Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu: a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi dengan informan utntuk memperoleh data yang sebenarnya dilapangan. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen dari humas pemerintah kota Makassar. D. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, metode pengumpulan data ditentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, penggunaan teknik pengumpulan data sifatnya lebih disesuaikan dengan analisis data, kebutuhan dan kemampuan peneliti, olehnya itu dapat dipilih sesuai kebutuhan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: a. Library Research (riset kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku dan bahan referensi lainnya yang membahas tentang permasalahan ini. b. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap 
53   gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.4 Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya. c. Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek),5 Dari pegawai humas pemerintah kota Makassar berupa data tentang penelitian. d. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan informasi sebanyak-banyak dari beberapa sumber yang bersifat dokumen seperti buku-buku perpustakaan, surat kabar, internet, dan segala bentuk dokumen yang dapat memberi informasi sehingga membantu peneliti dalam proses penelitiannya.6 e. Pemilihan Informan Informan adalah (sumber) yaitu penulis melakukan Tanya jawab dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat, adapun yang menjadi informan yaitu : 1. Kepala Bagian Humas Humas Pemerintah Kota Makassar (Tenri Ampa, S.Sos, M.Si 2. Kepala Sub Bagian Pengaduan (Khaeruddin H. S.Sos., M.Si                                                            4Abu Achmad dan Narbuko Cholid, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70. 5 Arthur Asa Berger, Media and Communication Research Method (London: Sage Publications, 2000), h. 111. 6Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2008), h. 386-387. 
54   3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi (Ridha Rasyid, S.Sos) 4. Kepala Sub Bagian Pemberitaan (Muhammad Hamzah) 5. Staf Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar (Chandra, SE) 6. Hambali Dg. Laja’ (Warga Kota Makassar) 7. Dg.Nyala (Warga Kota Makassar) 8. Risal Dg. Ngemba E. Instrument Penelitian Instumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk menggumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman wawancara (interview guided) kemudian didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (tape recorder) dan alat dokumen. F. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengadakan analisis data yang bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta (menguraikan data) yang ada dilapangan, untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Proses analisis data penelitian ini dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah 
55   ditulis dalam cacatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Teknik penelitian ini dimaksudkan bahwa data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena menemuka apa yang diinginkan oleh penulis, dan pengelolaan data selanjutnya di interpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dengan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlukan secara umum. 
  56  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pembahasan 1. Sejarah Kota Makassar Kota Makassar pada masa kepemimpinan H. M. Dg. Patompo (1965-1978) menjabat Walikotamadya Makassar, yaitu tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), Makassar, Indonesia. Kota Makassar biasa juga disebut Kota Daeng atau Kota Anging Mamiri. Daeng adalah salah satu gelar dalam strata atau tingkat masyarakat di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya, Daeng dapat pula diartikan "kakak". Ada tiga klasifikasi "Daeng", yaitu : nama gelar, panggilan penghormatan, dan panggilan umum. Sedang Anging Mamiri artinya “angin bertiup” adalah salah satu lagu asli daerah Makassar yang sangat populer pada tahun 1960-an.  Secara geografis Kota Makassar berada pada koordinat antara 119º 18' 27,79" - 119º 32' 31,03" Bujur Timur dan antara 5º 3' 30,81" - 5º 14' 6.49" Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 - 25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara berkisar antara 20º C - 36º C, curah hujan antara 2.000 - 3.000 mm, dan jumlah 
57   hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Iklim di kota Makassar hanya mengenal dua musim sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April yang dipengaruhi muson barat - dalam bahasa Makassar disebut bara’ -, dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September yang dipengaruhi angin muson timur – dalam bahasa Makassar disebut timoro -. Pada musim kemarau (Juni - Juli)), daerah Sulawesi Selatan pada umumnya sering muncul angin kencang yang kering dan dingin bertiup dari tenggara, yang disebut angin barubu (fohn). Dengan perluasan wilayah Kota Makassar menjadi 175,77 km2, maka batas-batas wilayahnya berubah, sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten Maros. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Dalam kehadirannya, Kota Makassar mempunyai pengalaman sejarah tersendiri yang sangat berkaitan dengan sejarah Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya sebagai bagian dari suatu keterikatan baik dalam geologi, iklim, fauna, flora, dan penduduk yang keseluruhannya adalah ciptaan ALLAH S.W.T, 
58   maupun keterikatan dalam tingkat kehidupan dalam masyarakat, budaya dan sistem pemerintahannya. Seperti diketahui, Sulawesi Selatan terdiri atas empat rumpun suku, yaitu : Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Memasuki tahun 1942 di Makassar terjadi perubahan sistem pemerintahan Belanda ke sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang setelah menduduki seluruh wilayah Indonesia. Namun pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang hanya berjalan selama 3½ tahun berhubung karena terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, termasuk bentuk dan susunan pemerintahan Daerah. Perubahan bentuk dan susunan pemerintahan Daerah dapat dilihat dengan adanya beberapa perubahan peraturan-peraturan tentang Pemerintahan Daerah baik yang ditetapkan dalam undang-undang maupun penetapan presiden, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 tentang Pemerintahan Daerah, mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 1950 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1950. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957); 3. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tanggal 30 Januari 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
59   Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 9); 4. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 129); 5. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tanggal 10 Pebruari 1961 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2145); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83); 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037). Sesuai dengan isi dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemerintahan Daerah terus disempurnakan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind). 
60   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitik beratkan otonomi daerah di Daerah Tingkat II belum dilaksanakan sepenuhnya, hanya dapat berlaku selama 25 tahun, terjadi lagi perubahan setelah adanya reformasi di bidang politik pada tahun 1998 yang melahirkan sistem pemerintahan daerah yang baru, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3851). Dalam undang-undang ini, diatur pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kota Makassar berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 2000 ditandai dengan apel seluruh pegawai Pemerintah Kota Makassar di Lapangan Karebosi. 2. Visi Kota Makassar Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh SKPD di masa mendatang. 
61   Memasuki era pembangunan lima tahun kedua, Dinas Sosial Kota Makassar sebagai satuan kerja perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Makassar 2014 - 2019, yaitu : " Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua dan Tata Lorong Bangun Kota Dunia " Kesejahteraan dan Kemandirian diantaranya dicirikan dengan meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif. 3. Misi Kota Makassar Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia.  c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik yang berkelas bebas korupsi.  
62   B.  HASIL PENELITIAN 1. Peran Humas Pemerintah Kota Makassar dalam Mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) pada Program Makassarta Tidak Rantasa’. Dalam proses mensosialisasikan sebuah kebijakan pemerintahan humas memiliki dua aktivitas yang sentral, yaitu aktivitas Internal dan eksternal sebagai penyambung lidah dari pemerintah berperan penting untuk menstrategikan atau merencanakan bentuk sosilisasi. Tidak cukup sampai disitu, peran humas pemerintah Kota Makassar juga memonitoring atau mengawasi, serta mengevaluasi kebijakan dan aspirasi masyarakat yang dapat berupa kritik dan saran. Peran serta humas dalam proses kebijakan aktivitas eksternal sangat ditunjang oleh aktivitas internal humas pemerintah Kota Makassar.   a. Aktivitas Internal Humas Salah satu aktivitas internal humas Pemerintah Kota Makassar ialah memonitoring dan mengevaluasi seluruh kebijakan terkait peranannya dalam MakassarTa’ Tidak Rantasa’ dalam sosialisasi LISA. Dalam proses melaksanakan sosialisasi humas pemerintah Kota Makassar melakukan monitoring terkait kebijakan pemerintah Kota Makassar. Dalam program MakassarTa’ Tidak Rantasa’ khususnya terkait dengan LISA, humas pemerintah Kota Makassar masih belum melibatkan secara penuh pihak terkait dengan kebersihan dan juga pihak yang menindak para pelanggar kebijakan tersebut. Adapun kegiatan Internal Humas pemerintah Kota Makassar ialah :  
63   1) Humas pemerintah Kota Makassar sebagai pusat informasi dan strategi. Humas pemerintah Kota Makassar memiliki peran untuk memberikan informasi yang cukup terkait program MakassarTa’ Tidak Rantasa’ khususnya LISA kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaan informasi terkait dengan LISA pada program MakassarTa’ Tidak Rantasa’, humas melibatkan Dinas pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Seluruh Informasi yang kegiatannya menyangkut sosialisasi LISA dikembangkan dan disaring oleh humas, yang kemudian disampaikan kepada publik.  2) Humas pemerintah Kota Makassar sebagai monitoring dan evaluasi. Dalam hal pengawasan, humas pemerintah Kota Makassar juga melibatkan media eksternal yang mendapatkan informasi langsing dari hasil sosialisasi kebijakan. Setelah huams pemerintah Kota Makassar melakukan pengawasan kemudian mengevaluasi seluruh hasil sosialisasi dan penerapan kebijakan yang diterima telah dilakukan oleh pemerintah daengan beberapa SKPD terkait. Tahap pengawasan yang dilakukan oleh humas menjadikan salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung untuk mendapatkan bahan evaluasi kemudian menjadikan landasan penyempurnaan sosialisasi. 3) Humas PemKot Makassar sebagai penampung aspirasi dan juga pengaduan masyarakat. Aspiasi dan juga pengaduan masyarakat adalah kegiatan humas yang cukup penting. Karena aspirasi berupa saran dan juga pengaduan masyarakat menjadi tolak ukur atas keberhasilan sosialisasi kebijakan pemerintah. Dalam 
64   kegiatan ini, humas pemerintah Kota Makassar sering menemui hal yang menjadi tolak ukur tentang banyaknya aduan masyarakat terkait pengngkutan sampah yang terlambat dan juga banyak lahan kosong baru yang kemudian dijadikan tempat sampah sementara. Hal ini memberikan kesan langsung kepada masyarakat untuk mengadukan langsung kendala baik dari segi sarana dan aparatur terkait.  b. Aktivitas eksternal humas pemerintah Kota Makassar Perilaku sebagian masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembiaran terhadap pola hidup tidak bersih menjadikan mereka tidak merespon kebijakan-kebijakan terkait dengan kebersihan atau kesehatan yang sudah ada. Menurut ibu Tenri Tampa, selaku KaBag Humas mengatakan:  Alternatif kebijakan yang kami tawarkan adalah kebijakan tentang pentingnya memelihara kebersihan disertai dengan adanya efek jera kepada masyarakat yang biasanya tidak disiplin untuk lebih sadar dalam penerapan pola hidup sehat. Apabila ada masyarakat yang kedapatan membuang sampah disembarang tempat akan dikenakan denda hingga Rp. 5.000.000,-baik mereka ditemukan oleh pemerintah (Dinas terkait) ataupun masyarakat biasa. Orang yang menemukan dan melaporkan hal tersebut kepada petugas akan mendapatkan reward berupa uang sebesar seperdua dari total jumlah denda terlapor dan perlindungan dari pemerintah.1 Di tempat terpisah, bapak Muhammad Hamzah Kepala Sub. Pemberitaan mengatakan: Pemberlakuan kebijakan yang demikian menurut kami dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengubah perilaku yang sebelumnya terbiasa dengan pola hidup tidak bersih. Sehingga ekspektasi dari pemberlakuan penambahan kebijakan tersebut dapat memicu terciptannya tatanan Kota Makassar yang indah, rapi, sehat dan jauh dari sumber penyakit.2                                                            1 Tenri Ampa, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar. Wawancara di kantor Balaikota Makassar   2 Muhammad Hamzah, Kepala sub Bagian Pemberitaan humas Pemerintah Kota Makassar. Wawancara oleh penulis diKantor Balaikota Makassar. 
65   Salah satu kegiatan humas pemerintah kota dalam peran serta Humas Pemerintah Kota Makassar ialah menerima aduan atau keluhan masyarakat terhadap tempat yang dijadikan pembuangan sampah secara sembarangan dan juga tentang proses pengangkutan sampah secara berkala. Dalam proses pengaduan masyarakat khususnya tentang sampah terkait MakassarTa’ Tidak Rantasa’ humas pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk menampung dan mengevaluasi aduan masyarakat tersebut.  Data jumlah aduan masyarakat yang masuk pada Sub. Bagian Pengaduan pada Bagian Humas Sekretariat Kota Makassar, menunjukkan jumlah  kenaikan  pengaduan, terkait masalah kebersihan sejak program Gemar MTR mulai aktif di sosialisasikan. “Sejak MTR mulai disosialisasikan, masyarakat mulai aktif berpartisipasi dengan memberikan laporan penanganan kebersihan” Kata Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, Haeruddin Awing, Kamis, 15 Juni 2014. Gemar MTR mulai aktif disosialisasikan pada pertengan bulan Mei lalu. Berdasar data yang diterima, total jumlah aduan pada bulan April, sebanyak 133 aduan, Enam diantaranya terkait kebersihan. Sedangkan di bulan Mei sebanyak 126 aduan, Sembilan diantaranya terkait masalah kebersihan. “Hari ini baru tanggal dua belas, bulan Juni, tetapi aduan kebersihan sudah sebanyak tiga belas aduan, terus meningkat ini aduan kebersihan” tutur Awing, sapaan akrab mantan Kasubag Humas kota Makassar ini. Menurutnya, aduan terkait kebersihan yang masuk ke bagiannya, umumnya adalah laporan hasil kerja bakti dan aduan masalah pengangkutan sampah. 
66   Sistem pengaduan yang dilakukan bagian pengaduan ada tiga cara, melalui hot line telepon 0411-3629814, Pengaduan langsung dan aduan melalui media cetak. Menurut bapak Kaheruddin, selaku KaSub Pengaduan: “Ada aduan melalui jaringan telepon. Selain itu, masyarakat juga terkadang datang langsung untuk mengeluhkan masalahnya terkait pelayanan Pemerintah”3 Hal tersebut dibenarkan, KaSub Pemberitaan, Muhammad Hamzah. Menurutnya, setiap ada aduan masalah kebersihan, masyarakat selalu menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mensukseskan Gemar MTR. Menurut penuturan bapak Ridha Rasyid, Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal mengatakan: Gemar MTR (LISA), merupakan program untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat.4   Dalam kegiatan lain Penting sekali bagi humas untuk melakukan media relations agar kemitraan antara humas dan media tetap terjalin, dengan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain yang bersifat simbiolis mutualisme. Tanpa melupakan integrasi atau solidaritas profesi, tanggung jawab sosial, etika profesi dari masing-masing kode etik itu sendiri. Adapun media cetak dan elektronik yang merupakan kerja sama dari humas Pemerintah Kota Makassar yaitu:                                                            3 Khaeruddin H. Kepala Sub. Bagian Pengaduan. Humas Pemerintah Kota Makassar. Wawancara Oleh Penulis dikantor Balaikota Makassar.    4 Ridha Rasyid. Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Humas Pemerintah Kota Makassar. Wawancara oleh penulis dikantor Balaikota Makassar.   
67   1) Media cetak, yang dimaksud antara lain : a. Harian FAJAR b. Harian TRIBUN TIMUR c. Harian SINDO d. Harian BERITA KOTA e. Harian UJUNG PANDANG EKSPRES f. Harian RAKYAT SUL-SEL g. Harian MEDIA INDONESIA 2) Media elktronik. Media elektronik yang dimaksudkan antara lain : a. TVRI b. VE CHANNEL c. CELEBES TV d. MAKASSAR TV e. FAJAR TV f. RADIO FAJAR g. RRI h. SUN TV i. SMART FM j. PRAMBORS FM k. DELTA FM dll.   
68   2. Faktor Penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan “LISA” (Lihat Sampah Ambil) pada program Makassarta’ Tidak Rantasa’. Pemerintah, sebagai badan yang pelayan masyarakat, tentunya harus mengenali masyarakat terlebih dahulu, dan itulah salah satu tugas dari Humas Hal itu bermuara pada terjadinya hubungan yang saling memuaskan antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Humas Pemerintahan juga menjadi seseorang yang menyalurkan informasi seputar pemerintahan. Tidak hanya media massa yang dapat menginformasikan hal-hal tersebut. Apalagi pemberitaan di media massa tidak berimbang dengan banyak menampilkan kejelekan pemerintah saja. Dengan demikian, Humas Pemerintahan tak hanya menjadi orang terdepan yang mengetahui informasi tentang masyarakat, tetapi juga pemerintah. Tidak hanya menjadi komunikator dalam menyebarluaskan informasi tentang pemerintahan, tetapi Humas Pemerintahan juga menjadi mediator yang proaktif. Mediator di sini adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Iklim yang kondusif dan dinamis juga dibutuhkan dalam mengamankan stabilitas pemerintah, sehingga Humas Pemerintahan harus dapat menciptakan dan menjaga iklim tersebut di antara pemerintah dan masyarakat. Selain masyarakat, media juga menjadi publik dari pemerintah, karena media merupakan kontrol sosial yang salah satu fungsinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Kerja sama dengan media massa harus dijalin agar informasi yang diberikan media kepada massanya dapat satu persepsi dengan 
69   yang diinginkan pemerintah. Jangan sampai, keberadaan media justru menjadi beban pemerintah dan hanya menjelekan nama pemerintah. Sebagai bagian dari pemerintahan, publik internal pemerintah juga harus dijaga hubungan baiknya dengan pemerintahan. Selain itu, informasi yang ada seputar pemerintahan juga harus dapat dikomunikasikan ke seluruh lapisan pemerintahan yang ada. Tentu saja, orang yang mengkomunikasikannya adalah Humas Pemerintahan. Melihat hal-hal di atas, maka keberadaan Humas Pemerintahan sangat penting. Apalagi fungsinya sebagai penunjang seluruh kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Namun sayangnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih banyak Humas Pemerintahan yang memiliki kendala, terutama dari masalah struktur dan organisasi Humas yang masih belum baik dan kultur kerja Humas yang juga masih kurang strategis. Misalnya untuk struktur dan organisasi, layaknya unit-unit lainnya, unit kehumasan dalam pemerintahan setidaknya perlu memiliki kepala, karyawan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, infrastruktur yang disediakan bagi kinerja humas pemerintahan juga belum memadai, misalnya ruang kerja, peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, padahal hal itu diperlukan. Idealnya, menjadi seorang Humas Pemerintah juga harus memiliki ilmu dan keahlian tentang kehumasan agar dapat bekerja secara profesional. Dengan begitu, peran dan fungsi Humas dalam pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Tujuannya agar tercapainya hubungan yang baik antara pemerintah dan 
70   publik-publiknya, entah dalam citra positif pemerintahan atau pun yang lainnya. Namun realita yang ada menyatakan bahwa banyak sumber daya manusia yang bekerja di Humas Pemerintahan tidak memenuhi kriteria tersebut. Humas Pemerintahan bukanlah sekedar orang yang membuat kliping media massa, tetapi yang memberikan review atas tulisan jurnalis di media massa. Humas Pemerintahan juga bukanlah sekedar juru bicara di dalam pemerintahan, lebih dari itu ia merupakan seseorang yang mengatasi masalah di dalam pemerintahan. Melihat itu, anggapan orang tentang Humas Pemerintahan seringkali salah kaprah, sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik. Adapun diungkap salah satu staf Humas Pemerintah Kota Makassar.5 a. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menatap segala program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini program pemerintah Kota Makassar LISA (Lihat Sampah Ambil) menjadi salah satu program andalan pemerintah Kota Makassar namun akan ternilai sia-sia jika tanpa adak esadaran dari masyarakat atau kepedulian masyarakat atas segala program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar.  Oleh karena itu, dalam program (LISA) instansi pemerintah mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sesuai dengan tanggung jawab moral dan sosial yang diembannyasebagai pemberi informasi dan wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi. Sehingga                                                            5 Ridha Rasyid, Kepala sub Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar.Wawancara dilakukan doleh penulis di Kantor Balaikota Makassar.   
71   bagi instansi pemerintah mengharapkan dukungan dan mendorong masyarakat untuk terlaksananya program (LISA) serta adanya kesadaran dan komitmen masyarakat dalam membantu pihak pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran yang dimiliki instansi pemerintah.  b. Kurangnya Publisitas. Humas yang berperan sebagai nakhoda publisitas pemerintah, menjadi sasaran empuk bagi masyarakat dalam mempublikasikan kegiatan ataupun program pemerintah. Menurut warga mannuruki Dg. Nyala, Humas Pemerintah kurang memasang iklan tentang Program (LISA), karena dg. Nya’la menganggap, Humas Pemerintah baiknya bukan hanya sekedar menulis berita, tetapi juga harus mengiklankannya di koran atau spanduk di ruas jalan, agar masyarakat bisa lebih aktif atau lebih peduli pada program ini. Tapi kenyataannya pemerintah kurang menpublikasikannya, jadi itu terlihat kurang aktif dan kurang terkordinir.  c. Kurangnya sosialisasi Humas Pemerintah Kota Makassar  Sosialisasi tentang LISA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam penangganggulangan sampah di Kota Makassar. Sosialisasi dilakukan aparat Pemerintah kota Makassar belum dapat merubah perilaku masyarakat Kota Makassar secara maksimal. 
72   Penyebab hingga tidak maksimalnya sosialisasi ini, karena kurangnya kepedulian pola perilaku yang tidak memberikan contoh tauladan kepada masyarakat. Temuan lapangan juga menunjukkan kurangnya capability dimiliki aparatur pemerintah dalam melakukan sosialisasi, dilakukan tidak terjadwal, media yang tidak merakyat serta tidak tepat sasaran. Selain itu juga karena kelemahan SDM aparatur pemerintah dalam menyampaikan sosialisasi, tidak dapat menyentuh langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kordinasi dalam penanganan sampah terhadap semua instansi terkait masih sangat lemah dan minim. Lemahnya sosialisasi ini ditunjukan dengan adanya beberapa sekolah-sekolah dan SKPD yang lingkup sekitarnya tidak menjaga kebersihan, atau dengan kata lain, lingkungannya tidak menerapkan LISA pada program Makassarta’ Tidak Rantasa,. d. Kurangnya sosialisasi tentang perda sampah Pemerintah Kota Makassar telah mengatur perda nomor 14 tahun 1999 tentang sampah, yang telah efektif berjalan semenjak tahun 2009. Hal inilah yang kemudian tidak pernah dilakukan atau diterapkan sosialisasinya secara maksimal dan signifikan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi perda tentang sampah di Kota Makassar. 
73     Beberapa papan peringatan yang terpasang dibagian sudut di Kota Makassar juga kurang diperhatikan dan justru tidak terawat atau terbengkalai. Kecenderungan masyarakat Kota Makassar untuk membuang sampah sembarangan, membuat seolah papan peraturan tentang larangan membuang sampah disembarang tempat hanya menjadi pelengkap seperti marka jalan yang semakin sering dilanggar di Kota Makassar.  Peran serta humas dalam mensosialisasikan Perda tentang sampah masih sangat minim, begitu pula dengan para aparaturnya. Dalam mempromosikan atau mengkampanyekan perdapun diakui kurang partisipasi langsung dari para aparaturnya. e. Kegiatan sosialisasi yang tidak menarik Sosialisasi yang dilakukan oeh humas masih kurang menarik dan juga terkesan tidak membantu. Hal ini dikemukakan warga yang secara langsung melihat sosialisasi yang dilakukan oleh Humas bersama dengan dinas terkait. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas PemKot Makassar bersama dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota  Makassar, tidak mengupayakan partisipasi masyarakat untuk langsung berkoordinasi dan bekerja sama untuk membersihkan sampah dari jalan dan selokan.6    Humas Pemerintah Kota Makassar, belum berhasil mengajak masyarakat yang tidak edukatif untuk berpartisipasi langsung dalam melakukan sosialisasi LISA. Pemahaman masyaraka kota makassar                                                            6 Yunus Dg. Nai, wawancara dengan warga Kota Makassar 
74   yang terlalu membiasakan diri untuk membuang sampah sembarangan menjadikan sosialisasi berjalan timpang. Masyarakat Kota Makassar masih kurang tertarik dan terkesan malu untuk mengambil sampah yang berserakan, kemudian dibuang ke tempat sampah.  f. Kurangnya seminar yang dilakukan Humas Pemerintah  Kurangnya seminar atau workshop yang dilakukan pemerintah tentang (LISA) ditengah-tengah masyarakat, ini di nilai menjadikan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan atau suksesnya program (LISA) andalan pemerintah. g. Kurangnya sosialisasi Humas Pemerintah di sekolah-sekolah Pelaksanaan sosialisasi program (LISA) harusnya bukan hanya dilakukan Dinas Kebersihan, tetapi ini juga tugas dan fungsi Humas Pemerintah Kota. Humas Pemerintah dianggap kurang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi. Padahal di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi dinilai menghasilkan sampah yang tidak sedikit.  Selain mengsosialisasikan programnya di tengah-tengah pelajar, pemerintah juga melambangkan akan kepedulian kesehatan bagi generasi-generasi masa depan. h. Kurangnya menjalin kerja sama Humas Pemerintah harusnya lebih aktif dalam melakukan kerja sama dalam mensosialisasikan program (LISA) baik di lingkup instansi maupun di lingkup swasta. Contohnya di lingkup Pemerintah, Departemen Agama, Dinas 
75   Kesehatan dan Kepolisian. Di lingkup swasta, contonhya Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, Sabun Lifebuoy.  Di lingkup Pemerintahan 1) Departemen Agama Departemen Agama dalam pelaksanaannya akan memberikan pemahaman agama kepada para peserta sosialisasi tentang pandangan agama kebersihan memberikan nasehat-nasehat serta membangun mental yang kuat sehingga bisa menghindarkan diri dari dampak membuang sampah disembarangan tempat melaui peningkatan keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Upaya kebersihan melalui pendidikan agama  dilakukan dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan jalan sholat, dengan sholat kita akan terhindar dari segala perbuatan yang akan merusak kehidupan kita, termasuk membuang sampah disembarangan tempat dan menciptakan keindahan. Dalam sebuah hadits tentang kebersihan juga dijelaskan:  َاِﻻ ُﻪﻧَِﺎﻓ اْﻮُﻔﻈَﻨَـﺘَـﻓ ٌﻒْﻴِﻈَﻧ ُمَﻼْﺳَﻻ ُﻞُﺣْﺪَﻳا َﺔَﻨْﳉا َّﻻ ٌﻒْﻴِﻈَﻧ٠﴿ﺍ ﻩﺍﻭﺮ﴾ﻰﻘﻬﻴﺒﻟ  
76   Artinya : “Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih”.  (HR. Baihaqy)7 2) Pihak Kepolisian Pihak kepolisian dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi nanti akan memberikan pembinaan kepada pelajar mengenai saksi atau hukuman bagi yang membuang sampah sembarangan tempat.  Dalam pemaparannya disetiap kegiatan sosialisasi, pihak kepolisian juga bisa memperlihatkan contoh gambar tentang dampak membuang sampah diatas mobil.                      Saat membuang sampah di jalan                                                               7 Salim tirtadraja, Al-Qur’an dan Hadist. Jakarta: Grafindo Media Pratama 2008. h. 29    
77                                Dampak membuang sampah  3) Dinas Kesehatan Dinas kesehatan sebagai komunikator dalam pelaksanaan sosialisasi, akan memberikan penjelasan tentang dampak dari Membuang sampah dan bagaimana cara membantu pemerintah menjalankan program (LISA). Kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam menyosialisasikan program (LISA). 4) Perusahaan (Sabun Lifebouy)  
78   Program “Hari mencuci tangan pakai sabun” dapat mengajarkan anak sekolah dan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dengan mengambil sampah yang berserakan kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun. dan Ini dapat menunjukkan Kerja sama program pemerintah dan pihak swasta dalam menyosialisasikan lihat sampah ambil (LISA) pada Program Makassarta’ tidak rantasa’.  i. Faktor Finansial Humas Pemerintah Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Humas Pemerintah Kota  Makassar, yang menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan sosialisasi (LISA) adalah faktor finansial. Pelaksanaan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh finansial yang memadai. Karena sosialisasi (LISA) tentu saja membutuhkan biaya untuk pemenuhan komponen-komponen sosialisasi tersebut. Dana/anggaran untuk melaksanakan sosialisasi adalah bersumber dari APBD. Anggaran ini akan terealisasi apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Walikota. Persyaratan untuk mendapatkan anggaran pelaksanaan sosialisasi ini harus memberikan pelaporan mengenai kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam program (LISA) instansi pemerintah mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sesuai dengan tanggung jawab moral dan sosial yang diembannya sebagai pemberi informasi dan wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi. Sehingga bagi instansi pemerintah mengharapkan dukungan dan mendorong masyarakat untuk terlaksananya program (LISA) serta adanya kesadaran dan komitmen masyarakat dalam membantu pihak 
79   pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran yang dimiliki instansi pemerintah.  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran Humas Pemerintah dalam menyosialisasikan program (LISA) di Kota Makassar belum bisa dianggap berjalan sepenuhnya. Karena sesuai dari hasil observasi masih ada yang perlu dibenahi dari pihak pemerintah dalam mengevaluasi dan memonitoring program (LISA). Agar penerapannya program (LISA) dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang dicita-citakan Pemerintah Kota Makassar “Makassarta Tidak Rantasa’” dan “Makassarta Menuju Kota Dunia”. 
 80  BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan data yang telah penulis himpun dan analisa, dari seluruh rangkaian penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Peranan Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan Lihat Sampah Ambil (LISA) pada program MakassarTa’ Tidak Rantasa’ dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahap perencanaan yang melibatkan berbagai pihak-pihak yang bersinergi dengan Humas Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Humas pemerintah Kota Makassar, memegang peranan yang cukup penting dalam proses sosialisasi (LISA) Lihat Sampah Ambil pada program MakassarTa’ Tidak Rantasa’. Lihat sampah Ambil diharapkan dapat mempebaiki pol hidup masyarakat Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar menuju Kota Dunia.   Semangat pemerintah Kota Makassar untuk membuat kota makassar bersih dari sampah dikampanyekan dan disosialisasikan secara intensif serta secara terus menerus. Dengan penerapan Lihat Sampah Ambil untuk menyadarkan masyarakat Kota Makassar tentang pentingnya menghargai lingkungan hidup dan untuk menjalani pola hidup yang sehat. Untuk  mensosialisasikan program LISA Lihat Sampah Ambilsecara maksimal, humas pemerintah Kota Makassar melakukan rapat interen setiap bulannya untuk membahas masalah kebijakan MakassarTa Tidak 
81   Rantasa’ yang cukup membahas tentang masalah sosialisasiprogram Lihat Sampah Ambil (LISA).  2. Adapun beberapa Faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA Lihat Sampah Ambil pada program MakassarTa’ Tidak Rantasa. Kendala dalam proses publisitas menjadi salah satu faktor yang utama untuk menyampaikan kebijakan tentang pemberantasan sampah dan penerapan pola hidup sehat kepada masyarakat Kota Makassar. Selain untuk menginformasikan tentang bahaya sampah dan penerapan untuk membiasakan hidup sehat tanpa gangguan sampah, masalah publisitas tidak boleh mengesampinkan peran serta media dan peran serta masyrakat.  Faktor lain yang dapat menghambat tersampaikannya sosialisasi humas pemerintah kota Makassar yaitu kurang dilibatkannya masyarakat kota Makassar. Masyarakat kota Makassaar kurang merasakan dampak keseriusan pemerintah kota Makassar dalam mensukseskan program kebersihan, karena kurangnya kepedulian pola perilaku yang tidak memberikan contoh tauladan kepada masyarakat. Kurangnya sosialsisasi seperti seminar tentang bahaya sampah dan tentang perda nomor 14 tahun 2009. Masih banyak temuan dilapangan yang menegaskan tentang kurangnya sosialisasi perda sampah tersebut. Sama halnya kerja sama dengan lembaga-lembaga dan juga dinas terkait dalam permasalahan sampah penegakan perda serta sosialisasi LISA Lihat sampah Ambil, yang cenderung diplestkan. 
82   B. Implikasi  1. Diharapkan humas pemerintah Kota Makassar dalam melakaukan sosialisasi LISA dapat secara intensif dan menunujukasn eksistensi dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. 2. Diharapkan dalam proses sosialisasi tentang LISA, humas pemerintah Kota Makassar sepatutnya tidak mengesampinkan peran serta masyarakat Kota Makassar beserta dinas terkait, begitu juga dengan beberapa lembaga pemerintahan lain dan swasta yang bisa semakin menanamkan kepedulian masyarkat tentang bahaya sampah dan penerapan pola hidup sehat. Walikota Makassar selaku pimpinan tertinggi juga diharapkan mampu mensosialisasikan program tersebut bersama humas pemerintah yang bersentuhan langsung dalam program LISA, dan tidak hanya mengandalkan baliho serta media cetak dan elektronik yang dampaknya kurang bersinggungan langsung terhadap kepedulian dan kesadaran masyarakat. 3. Diharapkan humas pemerintah Kota Makassar lebih dulu harus mengajarkan atau membangun karakter generasi masyarakat Kota Makassar yang mentalnya peduli terhadap lingkungan Kota Makassar. Mental dan karakteristik masyarakat ini bisa mulai dibangun dari skala sekolah dan juga rumah, serta bisa melibatkan para pemuka agama dan disampaikan dalam beberapa kesempatan. 
 83  DAFTAR PUSTAKA Buku: Achmad, Abu dan Cholid, Narbuko. Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Alex S. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012 Arifin, Anwar. Public Relation, Edisi Kedua; Jakaarta, Penerbit Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Persada Indonesia: 2007 Asyam, skripsi Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah. Perpustakaan Unhas. Berger, Arthur Asa, Media and Communication Research Method, London: Sage Publications, 2000. Bungin, H.M. Burhan. Sosiologi Komunikasi,  Jakarta:Kencana, 2011. Daniel, Valerina. Easy Green Living. Bandung: Hikmah, 2009. Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya Bandung: PT. Salamadani: 2008. Faturochman, Pengantar Psikologi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pinus 2006. Effendy, Onong. Hubungan Masyarakat. Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 1998.   Hamid, Dr. Farid.dan Budianto, Heri. Ilmu Komunikasi sekarang dan tantangan masa depan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. HR. Sudrajat, Mengelola Sampah Kota, Bandung: Penebar Swadaya, 2006  Kurnia, Indhira Hari. Strategi Humas dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Surakarta) Administrasi Perkantoran, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. lala4indhira@gmail.com, Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2008. Lailah, Kamus Bahasa Indonesia, (Palantah) 
84   Liliweri, Alo. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Millet, John D. Management in Public Servies the Quest for Effective performance, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2000. Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008. Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi, jakarta: Bumi Aksara, 2007 Perda kota Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar Purwendro, Setyo. Mengelolah sampah untuk pupuk dan pestisida organik, Depok: Penebar Swadaya. 2006. Rachmadi F, Public Relations, dalam teori dan prakteknya, Jakarta, PT. Bumi Aksara: 1996. Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro. Dasar-Dasar Public Relations, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003. Kuncoro Sejati, Pengelolaan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kansius Media. 2009.  Umar, Husein. Strategic Management in action, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. Yoshida, Diah Tuhfat. Arsitektur Strategik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.  SUMBER ONLINE http://www.humaskotamakassar.com  http://penjelajahpantai.blogspot.com/2011/12/keterkaitan-komunikasi-dengan_06.html http://pepyteknokra.wordpress.com/2010/06/10/perkembangan-kehumahasan-di-indonesia. 
85   http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/205612002/bab2.pdf. http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206612094/cover.pdf,  
          
Daftar Pertanyaan 1. Bagaimana peran humas dalam mensosialisasikan LISA (lihat Sampah Ambil)? 2. Bagaimana struktur, visi, dan misi pemerintah Kota Makassar ? 3. Bagaimana mekanisme kerja humas pemerintah Kota Makassar dalam internal dan eksternal ? 4. Siapa saja yang menjadi rekanan kerja humas pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan tugasnya ? 5. Media apa saja yang digunakan pemerintah Kota Makassar ? 6. Sejauh mana keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 7. Apa yang menjadi hambatan pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 8. Apa faktor penunjang humas pemerintah dalam mensosialisasikan program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 9. Apakah pemerintah Kota Makassar sering mengadakan workshop atau seminar dalam mensosialisasikan program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 10. Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Makassar tentang program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 11. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 
12. Bagaimana aplikasi humas pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 13. Apakah sosialisasi program LISA (Lihat Sampah Ambil) di Kota Makassar sudah merata ? 14. Sejak kapan pemerintah Kota Makassar melaksanakan program LISA (Lihat Sampah Ambil)? 15. Bagaimana cara kerja humas Pemerintah Kota Makassar mengatasi berita miring tentang program LISA (Lihat Sampah Ambil) ? 16. Sejauh apa program LISA dapat merubah wajah Kota Makassar ?   
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Dokumentasi Walikota Makassar Gelar LISA “Lihat Sampah Ambil”   Mobil truk sampah “Tangkasaki” dengan simbol gambar LISA “Lihat Sampah Ambil”. 
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